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Abstract 
 This research was aimed to know how the Implementation Analysis of Authorized Realization 
and National Examination Result Analysis in Palu City. This research is a qualitative research. The 
informant of the research was the District Head of Palu city, head master, Head of 
Committee/Secretary of National Examination, teachers and students’ parents, whereas the sample 
was drawn purposively which was 7 persons. Data collection method was through observation, 
interview and documentation. Meanwhile the technique of data analysis used qualitatively. The 
research used Merilee S. Grendle theory. First, the respect of society toward the orientation and 
government decision, all respondents accepted the result of national examination conducted but 
most of them wanted that the determination of national examination given to the school 
authorization. Second, there is a awareness to accept the authorization, all respondents accepted 
well the conducting of national examination and there has not been yet another model to replace 
the national examination. Third, there is a public interest; an authorization if it is on the people 
side then it has fulfilled the public interest. All respondent told that it has fulfilled. Fourth, there is a 
law sanction, all respondents told we must follow the rule existed on national examination. Fifth, 
there is a personal interest on the realization of national examination. Sixth, time problem, all 
respondents did not have problem with the conducting of national examination when doing the 
items of national examination because it has examined in every subject.  
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Peningkatan kualitas sumber daya ma-
nusia merupakan titik berat pembangunan da-
lam memasuki era globalisasi. Oleh karena 
itu, diperlukan pendidikan yang mampu mem-
bawa manusia lepas dari berbagai keterbe-
lakangan. Upaya pemerintah untuk mening-
katkan kualitas sumber daya manusia  telah 
dituangkan dalam Undang-Undang nomor 20 
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio-
nal pasal 50 ayat 1 dan 2 yang menekankan 
bahwa Pengelolaan sistem pendidikan nasio-
nal merupakan tanggung jawab menteri dan 
Pemerintah menentukan kebijakan nasional 
dan standar nasional pendidikan untuk menja- 
min mutu pendidikan nasional. Pada hakekat-
nya, dalam sistem pendidikan nasional setiap 
warga masyarakat memiliki hak dalam proses 
pendidikan yang diselenggarakan oleh peme-
rintah, dimana setiap peserta didik pada tiap 
satuan pendidikan berhak mendapatkan laya-
nan pendidikan sesuai dengan bakat, minat 
dan kemampuannya. Pendekatan yang selama 
ini dilakukan adalah cenderung lebih sentra-
listik baik dalam proses penentuan kebijakan 
maupun operasionalisasinya, sehingga mem-
beri dampak terbatasnya ruang partisipasi dan 
juga menurunnya kreativitas daerah.  
Pada Lampiran Peraturan Menteri Pen-
didikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tang-
gal 11 Juni 2007 Tentang Standar Penilaian 
Pendidikan mengartikan bahwa Ujian Nasio-
nal yang selanjutnya disebut UN adalah ke-
giatan pengukuran pencapaian kompetensi pe-
serta didik pada beberapa mata pelajaran ter-
tentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam rangka me-
nilai pencapaian Standar Nasional Pendidi-
kan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Tek-
nik dan Instrumen Penilanan Instrumen, peni-
laian yang digunakan oleh pemerintah dalam 
bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, 
konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validi-
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tas empirik serta menghasilkan skor yang da-
pat diperbandingkan antar sekolah, antar dae-
rah, dan antar tahun.   
Pendidikan nasional berfungsi mengem-
bangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat da-
lam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dengan tujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik, agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung ja-
wab. 
Pendidikan nasional dikembangkan de-
ngan tujuan (1) Berkembangnya potensi ke-
imanan dan ketakwaan. (2) terbentuknya akh-
lak mulia dikalangan para peserta didik. (3) 
membentuk peserta didik yang sehat jasmani 
dan rohani. (4) mencetak peserta didik yang 
berilmu. (5) mencetak peserta didik yang ca-
kap. (6) pembentukan jiwa mandiri dikala-
ngan para peserta didik. 
Terkait dengan upaya mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan proses pembangunan 
pendidikan, negara diberi amanat sebagai-
mana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, 
bahwa negara berkewajiban melindungi sege-
nap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah da-
rah indonesia dan untuk memajukan kesejah-
teraan umum, mencerdaskan kehidupan bang-
sa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 
Fungsi dan tujuan pendidikan nasional 
tersebut harus dijabarkan secara tepat keda-
lam kurikulum, standar nasional pendidikan, 
program dan kebijakan pendidikan, proses 
pembelajaran, serta dalam sistem evaluasi. 
Permasalahannya sekarang adalah fungsi dan 
tujuan pendidikan nasional bukan saja tidak 
terjawab secara operasional dalam kegiatan 
pendidikan tapi juga seolah bersifat parsial 
terhadap program dan kebijakan pendidikan. 
Untuk mewujudkan amanat tersebut Ke-
menterian PendidikanNasional menetapkan 
visi pendidikan indonesia tahun 2025 yang 
isinya “ Terwujudnya sistem pendidikan seba-
gai pranata sosial yang kuat dan berwibawa 
untuk memberdayakan semua warga negara 
indonesia berkembang menjadi manusia yang 
berkualitas sehingga mampu dan proaktif 
menjawab tantangan zaman yang selalu be-
rubah”. 
Visi tersebut dikembangkan dalam misi 
pendidikan indonesia dalam rangka mewujud-
kan pendidikan yang mampu membangun in-
san indonesia cerdas komprehensif dan kom-
petitif. Visi tersebut dikembangkan dalam tiga 
pilar pendidikan nasional yang meliputi (1) 
pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 
(2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya 
saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, 
dan citra publik.  
Pendidikan adalah merupakan salah satu 
sektor penting dalam pembangunan di setiap 
negara. Menurut undang-undang  N0. 20 Ta-
hun 2003, bahwa pendidikan merupakan usa-
ha sadar dan terencana untuk mengembang-
kan segala potensi yang dimiliki peserta didik 
melalui proses pembelajaran. Pendidikan ber-
tujuan untuk mengembangkan potensi anak 
agar memiliki kekuatan spritual keagamaan, 
pengendalian diri, berkepribadian, memiliki 
kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki 
keterampilan yang diperlukan sebagai anggota 
masyarakat dan negara. Untuk mencapai tu-
juan pendidikan yang mulia ini disusunlah 
kurikulum yang merupakan seperangkat ren-
cana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, ba-
han dan metode pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Un-
tuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendi-
dikan, diperlukan suatu bentuk evaluasi. 
Dengan demikian, evaluasi pendidikan 
merupakan salah satu komponen utama yang 
tidak dapat dipisahkan dari rencana pendidi-
kan. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua 
bentuk evaluasi dapat dipakai untuk mengu-
kur pencapaian tujuan pendidikan yang telah 
ditentukan, informasi tentang tingkat keberha-
silan pendidikan akan dapat dilihat apabila 
alat evaluasi yang digunakan sesuai dan dapat 
mengukur setiap tujuan. Alat ukur yang tidak 
relevan dapat mengakibatkan hasil penguku-
ran tidak tepat bahkan salah sama sekali. 
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Ujian Nasional (UN) merupakan salah 
satu alat evaluasi yang dikeluarkan pemerin-
tah untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan 
pendidikan yang telah ditetapkan.  Ujian Na-
sional (UN) adalah sebuah kebijakan Peme-
rintah dalam bidang pendidikan untuk menen-
tukan standar mutu pendidikan di Negara 
Indonesia dengan mekanisme peneyelengga-
raan Ujian Nasional (UN) oleh Pemerintah 
yang mematok standar nilai kelulusan 3,01 
pada tahun 2002/2003 menjadi 4,01 pada ta-
hun 2003/2004 dan 4,25 pada tahun 2004/ 
2005, pada tahun 2005/2006 ditetapkan sebe-
sar 4,25, pada tahun 2006/2007 ditetapkan 
sebesar 5,00, pada tahun 2007/2008 sebesar 
5,25, pada tahun 2008/2009 sebesar 5,50, pa-
da tahun 2009/2010 sebesar 5,50 dan pada 
tahun 2010/2011 ebesar 5,50  Penetapan stan-
dar kelulusan tersebut diatur dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional masing-masing 
Nomor: 153 tahun 2003, nomor 22 tahun 
2005, nomor 45 tahun 2006, nomor 34 2007, 
nomor 39 2008, nomor 75 tahun 2009, nomor 
46 tahun 2010. Pada dasarnya kebijakan pe-
merintah dalam menetapkan standar kelulusan 
bagi siswa memang sangat baik untuk men-
dongkrak kualitas pendidikan, dan melalui 
Ujian Nasional (UN) pemerintah memiliki 
kepentingan untuk mengetahui kemampuan 
lulusan peserta didik dari berbagai jenjang 
dalam bidang kajian tertentu, sebagai indika-
tor keberhasilan system pendidikan. 
Standar kelulusan adalah patokan, di-
mana pada setiap tahun mengalami peruba-
han, standar tersebut perlu diketahui sampai 
dimana efektifitasnya. Untuk pengetahuan itu 
diperlukan sarana-sarana seperti ujian nasio-
nal atau evaluasi nasional, dan tidak meliputi 
seluruh standar isi karena sifatnya hanya seke-
dar untuk memberikan gambaran peta perma-
salahan pendidikan secara nasional, maka 
dipilihlah beberapa mata pelajaran yang es-
sensial, seperti mata pelajaran bahasa Indon-
esia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, 
Bahasa Inggris. 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  
implementasi kebijakan pelaksanaan dan 
analisis hasil ujian nasional di Kota Palu 
Propinsi Sulawesi Tengah. Sebagai panduan 
analisis, digunakan teori implementasi kebi-
jakan dari Merilee S. Grendle, yaitu  1) Res-
peknya Anggota Masyarakat Pada Keputusan 
Pemerintah; 2)Adanya Kesadaran Untuk Me-
nerima Kebijakan; 3) Adanya Kepentingan 
Publik; 4) Adanya sanksi Hukum; 5) Adanya 




Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yang menurut Gama (1999: 32) 
mengemukakan bahwa: Pendekatan kualitatif 
dicirikan oleh tujuan penelitian guna mema-
hami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak 
memerlukan kuantifikasi, atau gejala-gejala 
tersebut tak memungkinkan diukur secara te-
pat. 
Menurut Ridwan (2010: 51) menyata-
kan bahwa sebuah penelitian yang dimulai 
karena adanya masalah, dan masalah ini pada 
umumnya dimiliki oleh para administrator, 
menajer atau para pengambil keputusan pada 
suatu organisasi dinamakan penelitian kebija-
kan (policy reseach). Penelitian kebijakan 
adalah suatu proses penelitian yang dilakukan 
pada masalah-masalah sosial yang mendasar, 
sehingga hasil temuannya dapat direkomenda-
sikan kepada pembuat keputusan untuk ber-
tindak secara praktis dalam menyelesaikan 
kasus-kasus ditempat kerjanya.  
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 
Kota Palu Propinsi Sulawei Tengah untuk 
melihat implementasi kebijakan pelaksanaan 
dan analisis hasil ujian nasional, serta lokasi 
ini dipilih dengan alasan efesiensi dan efek-
tifitas pelaksana penelitian yang akan dila-
kukan.  
Penentuan informan dilakukan secara 
purposive yaitu ditentukan secara sengaja. 
Adapun informan yang dipilih yakni Kepala 
Dinas Pendidikan Daerah Kota Palu 1 orang, 
Ketua Panitia Penyelenggara Ujian Nasional 
Kota Palu 1 orang, Sekretaris Penyelenggara 
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Ujian Nasiona Dinas Pendidikan Kota Palu 1 
orang, Kepala Sekolah 2 orang dan wali mu-
rid 2 orang. Jadi, informan secara kesuluruhan 
berjumlah 7 orang. 
Teknik pengambilan dan pengumpulan 
data dalam penelitian ini dilakukan melalui: 
Observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Adapun metode analisis yang digunakan 
adalah metode analisis kualitatif.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Respeknya Anggota Masyarakat Pada 
Keputusan Pemerintah. 
Kodrat manusia bila merujuk kepada 
filsafat politik John Locke, dikatakan memi-
liki state of nature yang berkarakter positif. 
Artinya bahwa masyarakat baik secara indi-
vidu maupun kelompok dapat berinterksi de-
ngan baik, dalam artian bahwa dapat saling  
respek dan mematuhi aturan-aturan hukum 
yang berlaku. Kata kuncinya adalah masya-
rakat dapat memberikan penghargaan dan 
penghormatan kepada pemerintah tentang 
kebijakan pelaksanaan ujian nasional. Salah 
satu informan mengatakan bahwa pada prin-
sipnya kebijakan pelaksanaan ujian nasional 
dapat diterima dalam rangka meningkatkan 
mutu pendidikan di indonesia. 
“Merilee S. Grendle (1980;6) menyata-
kan bahwa Respeknya anggota masya-
rakat pada otoritas dan keputusan peme-
rintah,  artinya bahwa manusia dapat 
menerima dengan baik hubungan rela-
sional antar individu, ketika relasional 
ini berjalan dengan baik, logikanya bah-
wa ada sistem sosial yang menggerak-
kan seluruh warga untuk saling hormat-
menghormati, memberikan respek pada 
otoritas orang tua, memberikan peng-
hargaan tinggi pada ilmu pengetahuan, 
menghormati undang-undang yang di-
buat politisi, mematuhi aturan hukum 
yang ditetapkan, mempercayai pejabat-
pejabat pemerintah dan sebagainya”. 
 
Selanjutnya  semua  informan  mengata-
kan  setuju  tentang  pelaksanaan ujian nasio-
nal, sebagaimana pernyataan informan beri-
kut: 
“Iya setuju, Karena UN memiliki tujuan 
yaitu, mengukur standar nasional apa-
bila tidak ada UN maka, bagaimana 
mengukur kemampuan nasional setiap 
tahun. Hanya saja ada beberapa yang 
harus diperbaiki. Misalnya, jumlah mata 
pelajaran yang di UN kan. Sebaiknya 
mata pelajaran umum yang di UN kan 
misalnya, Kewarganegaraan, Pancasila, 
Cinta Negara atau pengetahuan menge-
nai Bangsa dan Kenegaraan. sedangkan 
mata pelajaran seperti, Biologi Fisika, 
Kimia ujiannya dilakukan di sekolah 
masing-masing saja”. 
Hal ini menunjukkan bahwa dengan 
adanya UN, maka pemerintah dapat mengu-
kur tingkat kemampuan daerah-daerah dalam 
melaksankan UN dengan menggunakan suatu 
sistem yang sama di seluruh Indonesia yaitu, 
“standar nasional”. 
Kemudian pola pelaksanaan ujian nasio-
nal tentang penentuan kelulusan 40% dari 
nilai sekolah dan 60% dari nilai ujian nasio-
nal, bahwa sebagian besar menyatakan sudah 
tepat, tetapi ada pula yang berpendapat se-
baiknya pola penilaian dirubah,  yaitu penen-
tuan kelulusan bagi siswa sepenuhnya dise-
rahkan ke sekolah dan  tidak lagi bergantung 
pada hasil UN dari Pusat sebagaimana selama 
ini yang berlaku. 
Saya berpendapat bahwa apapun model 
pelaksaanaan ujian nasional yang dilaksana-
kan secara nasional dan serentak, dalam hal 
penentuan kelulusan harus dilakukan oleh se-
kolah karena proses pendidikan di Sekolah, 
guru lah yang secara langsung bersentuhan 
dengan siswa. 
 
Adanya Kesadaran Untuk Menerima 
Kebijakan. 
Pada abad Postmodern saat ini banyak 
dijumpai masyarakat, baik masyarakat indvi-
du maupun masyarakat kelompok banyak 
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yang mau menerima dan melaksanakan se-
buah kebijakan, tetapi  ada pula masyarakat 
yang  tidak mau menerima dan melaksanakan 
sebuah kebijakan. Dalam hal ini  masyarakat 
yang merasa bahwa kebijakan  itu logis dan 
rasional, maka mereka akan menerima dan 
melaksankan kebijakan itu. Namun, ketika 
masyarakat itu merasa bahwa kebijakan  itu 
tidak logis dan rasional, maka masyarakat ter-
sebut pasti tidak akan mau menerima dan 
melaksanakan kebijakan tersebut. Olehnya 
itu, pemerintah harus banyak melakukan so-
sialisasi kepada masyarakat terkait dengan 
kebijakan yang akan dikeluarkan, sehingga 
mindset masyarakat terhadap kebijakan dapat 
berubah dan mau menerima serta melaksana-
kan kebijakan tersebut. Kaitannya dengan 
kebijakan pelaksanaan ujian  nasional, sosiali-
sasi pemerintah terhadap hal tersebut diang-
gap sudah cukup dan sudah dapat diterima 
oleh sebagian besar masyarakat, walaupun 
masih terdapat  masyarakat yang masih mem-
pertanyakan kebijakan ujian nasional, dengan 
alasan  bahwa  mengapa harus melaksanakan 
ujian nasional hanya untuk mata pelajaran 
tertentu, sementara mata pelajaran lainnya tid-
ak menjadi mata pelajaran yang diujikan. Ini 
berarti bahwa murid-murid hanya akan dipacu 
untuk mempelajari mata pelajaran yang diuji-
kan pada ujian nasional, sementara mata pela-
jaran lainnya  tidak. Hal ini pula menjadi se-
buah perbandingan sebelum dan sesudah 
dikeluarkannya kebijakan ujian nasional, di-
mana banyak murid atau siswa yang mem-
peroleh nilai sepuluh untuk beberapa mata 
pelajaran karena yang dinilai betul-betul hasil 
ujian tersebut tanpa mempertimbangkan hal-
hal lain seperti budi pekerti siswa, sikap dan 
prilaku siswa, sementara setelah dikeluarkan-
nya kebijakan ini tidak ada siswa yang bisa 
memperoleh  nilai sepuluh karena penilaian-
nya tidak semata-mata hasil ujian mata pela-
jaran tersebut, tetapi juga dinilai faktor lain 
seperti sikap dan prilaku siswa. 
“Hal tersebut diatas diperkuat oleh 
Merilee S. Grendle (1980:6) yang 
menyatakan bahwa adanya kesadaran 
untuk menerima kebijakan, yakni  da-
lam masyarakat yang digerakkan oleh 
pilihan-pilihan yang rasional dimana di-
dalam masyarakat dijumpai adanya ma-
syarakat yang menerima dan melaksa-
nakan kebijakan publik, tetapi terka-
dang ada pula masyarakat yang tidak 
mau menerima dan menjalankan kebija-
kan publik”. 
Saya  pun menanyakan kepada beberapa 
informan, apakah metode penilaian ujian na-
sional sudah tepat. Hal ini ditanggapi: 
“Sudah tepat. Hanya saja masih ada 
yang perlu dibenahi. Pertama, sistem 
penilaian yang selama ini kelulusan sis-
wa ditentukan oleh pusat, kedepan seko-
lah yang harus menentukan kelulusan 
siswa bukan dari pusat. Kedua, kelu-
lusan siswa tidak lagi 100% siswa harus 
lulus UN akan tetapi pemrintah daerah 
dalam hal ini sekolah diberi kewena-
ngan untuk menentukan lulus atau 
tidaknya siswa”. 
Hal ini juga diperkuat oleh informan 
lainnya bahwa metode penilaian Ujian Nasio-
nal “belum tepat”. Karena nilai-nilai diluar 
hasil akademiknya tidak dimasukan sebagai 
nilai pertimbangan kelulusan bagi siswa. Me-
mang benar bahwa sistem penilaian Ujian 
Nasional penentuan kelulusan ditentukan oleh 
pusat. 
Selanjutnya informan yang lain me-
ngatakan “belum tepat”. Karena nilai-nilai 
ujian nasional hanya diambil dari hasil ujian 
nasional dan yang seharusnya nilai ujian na-
sional juga diambil dari nilai-nilai ujian seko-
lah, seperti prestasi siswa di sekolah.  Mulai 
tahun 2011, pelaksanaan ujian nasional  telah 
mengambil nilai sekolah dari mata pelajaran 
yang di ujikan dengan prosentase 40 % dari 
nilai sekolah dan 60 % dari hasil Ujian nasio-
nal. Namun demikian,  penentuan siswa lulus 
atau tidak keputusannya dari pusat.  
Kebijakan pelaksanaan ujian nasional 
bukan berarti masyarakat tidak dapat meneri-
ma tetapi  penentuan kelulusan peserta didik 
bukan ditentukan semata dari hasil ujian 
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nasional, tetapi ada hal-hal yang menjadi per-
timbangan sekolah, dalam  hal  ini yang pa-
ling mengetahui adalah guru. Namun, apapun 
model dari pelaksanaan ujian nasional sah-sah 
saja, tetapi penentuan kelulusan sebaiknya 
diserahkan ke sekolah. 
 
Adanya Kepentingan Publik 
Ketika  sebuah  kebijakan  publik itu di-
keluarkan dengan  sah, prosedural dan konsti-
tusional serta dibuat oleh pejabat publik yang 
berwenang, maka masyarakat mempunyai ke-
yakinan untuk mau menerima dan melak-
sankan kebijakan  itu dengan  senang  hati  
apalagi kebijakan itu menyangkut pening-
katan mutu pendidikan atau berkaitan dengan 
kepentingan hajat hidup orang banyak.  
Kemudian apakah ujian nasional sudah 
memihak kepada rakyat, semua informan  
mengatakan “sudah”, seperti pernyataan in-
forman berikut: 
“sudah, karena semua masyarakat mem-
punyai kesempatan yang sama dalam   hal 
memperoleh pendidikan tanpa ada perbe-
daan. 
Pemerataan pembangunan yang dilaksa-
nakan pemerintah selama ini telah dilaksana-
kan sedemikian baik, meskipun pembangunan 
tidak dapat dilaksanakan secara serentak na-
mun dapat dilaksanakan secara bertahap. Di-
sisi lain,  masih terdapat perbedaan diantara 
siswa. Dari segi kemampuan ekonomi, hanya 
siswa dari keluarga mampu yang dapat me-
nikmati fasilitas pendidikan seperti buku-
buku, komputer dan fasilitas lainnya, semen-
tara  siswa yang tergolong kurang mampu be-
lum dapat menikmati pendidikan dengan fasi-
litas yang sama. Dalam hal ini pemerintah ha-
rus menyediakan fasilitas belajar bagi siswa-
siwa yang tergolong ekonomi lemah, misal-
nya meyediakan perpustakaan yang lengkap. 
Pelaksanaan Ujian Nasional dilaksana-
kan secara serentak untuk menghindari ada-
nya perpindahan siswa ke daerah lain, kesera-
gaman ini dengan tujuan  tidak  membeda-be-
dakan  siswa  antar  daerah  sebagaimana pen-
dapat salah seorang informan: “sudah memi-
hak”, karena tidak terdapat perbedaan-perbe-
daan dan semua mempunyai hak yang sama 
untuk mengecap pendidikan serta ujian nasio-
nal.  
Untuk pelaksanaan kebijakan ujian na-
sional, sebuah kebijakan dapat dikatakan ada-
nya kepentingan publik apabila kebijakan itu 
sudah memihak kepada rakyat. 
 
Adanya sanksi Hukum 
Implementasi kebijakan pelaksanaan 
ujian nasional telah dilaksanakan serentak di-
seluruh Indonesia disemua sekolah baik itu 
swasta maupun negeri. Hal ini wajib untuk 
dilaksanakan  karena sekolah yang tidak me-
matuhi atau tidak mau melaksanakan kebi-
jakan tersebut akan mendapatkan sebuah 
sanksi hukum, yakni anak didiknya tidak da-
pat lulus karena dianggap tidak melaksanakan 
ujian nasional. Umumnya di Indonesia dan 
khususnya Sulawesi Tengah, belum terdapat 
sekolah yang menerima sanksi seperti yang 
disebut diatas karena telah melaksanakan 
ujian nasional dengan baik. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil wawancara para informan yang 
mengatakan bahwa sejak adanya kebijakan 
pelaksanaan ujian nasional mereka selalu 
mengikuti kebijakan itu. 
“Merilee S. Grendle (1980: 6) menya-
takan bahwa Adanya Sanksi Hukum 
yakni, orang akan sangat terpaksa 
mengimplementasikan dan melaksana-
kan suatu kebijakan karena ia takut ter-
kena sanksi hukuman, misalnya denda, 
kurungan dan lain-lain”.  
Pada pelaksanaan ujian nasional sanksi 
hukum memang belum diatur pada POS (Pro-
sedur Operasional Standar). Kenyataanya 
bahwa peserta didik tidak mengikuti salah sa-
tu mata pelajaran baik itu utama maupun su-
sulan, maka  peserta didik tersebut dipastikan 
tidak lulus. Namun, didalam pelaksanan ujian 
nasional jika ditemukan suatu  pelanggaran,  
maka akan diselesaikan secara hukum berda-
sarkan perundang-undangan yang berlaku.  
Berkaitan dengan sanksi terhadap siswa 
yang menyontek, maka salah satu informan 
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berpendapat “sanksinya akan tetap ada, bagi 
siswa mungkin akan diberikan ujian susulan 
dengan sistem pengawasan yang ekstra ketat. 
Selain itu, tentu akan diberikan pemahaman 
moral yang lebih mendidik. Hal ini juga di-
perkuat salah satu  informan , yakni “kita ha-
rus mengikuti aturan yang berlaku”. Diatam-
bah lagi informan lainnya yang menyatakan  
“sangat setuju”. Dilihat dari oknumnya misal-
nya siswa, sanksi yang diberikan harus men-
didik dan apabila pelakunya guru, itu tergan-
tung dari dinas pendidikan untuk memberikan 
sanksi yang sesuai. Namun, menegenai ada-
nya isu  kebocoran soal sangat tidak mungkin 
terjadi karena pemerintah melakukan penga-
wasan berlapis terhadap kerahasiaan soal uji-
an nasional. 
 
Adanya Kepentingan Pribadi 
Dalam sebuah implementasi kebijakan, 
terkadang ada seseorang atau sekelompok 
orang yang merasa diuntungkan dengan kebi-
jakan tersebut maka dengan senang hati me-
reka mau menerima dan  melaksankan kebi-
jakan itu. Untuk implementasi kebijakan pe-
laksanaan ujian nasional tidak ada seseorang 
atau sekolompok orang yang merasa diun-
tungkan karena kebijakan ini terkait dengan 
kebijakan peningkatan mutu pendidikan di 
Indonesia yang terus menerus diperbaiki oleh 
pemerintah dan dampaknya akan dirasakan 
oleh seluruh masyarakat. 
“Merilee S. Grendle (1980;6) menya-
takan bahwa adanya kepentingan priba-
di yakni, seseorang atau  kelompok 
orang sering memperoleh keuntungan 
langsung dari suatu kebijakan, maka da-
ri itu dengan senang hati mereka akan 
menerima, mendukung dan melaksana-
kan kebijakan tersebut”. 
Pada penelitian ini tidak ada satupun 
informan mengatakan bahwa pelaksanaan uji-
an nasional ada terselip kepentingan pribadi 
seperti dinyatakan salah satu informan: “Ber-
bicara mengenai adanya kepentingan pribadi 
atau golongan, sebagai kepala sekolah saya 
tidak berani menjawab akan hal itu karena 
harus ada bukti yang kuat, jadi bijak saja. 
Selanjutnya informan ini juga berpendapat 
bahwa “Untuk didaerah kita Kota Palu ini 
kami belum melihat adanya kepentingan 
pribadi pada pelaksanaan Ujian Nasional 
sekarang ini. Pada point ini semua informan 
mengatakan pada pelaksanaan ujian nasional 
tidak ada kepentingan pribadi yang terselip, 
sebagi mana informan mengatakan ” Tidak 
ada, masalahnya sulit dibuktikan. 
 
Masalah Waktu 
Apabila masyarakat memandang ada se-
buah kebijakan yang bertolak belakang de-
ngan kepentingan publik, maka masyarakat 
akan cenderung untuk menolak kebijakan itu, 
tetapi apabila waktu telah berlalu dimana ma-
syarakat pada awalnya menolak kebijakan 
tersebut akan berubah menjadi kebijakan yang 
wajar dan dapat diterima sebagai kebijakan 
yang wajar. Berkaitan dengan kebijakan pe-
laksanaan ujian nasional sampai saat ini ma-
sih dapat diterima dan dilaksanakan oleh ma-
syarakat, seperti hasil wawancara yang dila-
kukan pada informan dimana mereka menga-
takan bahwa kebijakan pelaksanaan ujian na-
sional ini “baik” dalam peningkatan mutu 
pendidikan. Masalah waktu, peneliti mena-
nyakan kepada semua informan tentang waktu 
atau lamanya siswa dalam mengerjakan soal 
pada tiap mata pelajaran. Siswa dalam  
mengerjakan  mata pelajaran eksakta lebih la-
ma waktunya dibanding dengan mata pelaja-
ran non eksakta.  
Pertanyaan lain yang diajukan pada se-
mua informan yakni pada pelaksanaan ujian 
nasional waktu mengerjakan soal-soal itu ± 
120 menit tiap mata pelajaran apakah sudah 
tepat? Dan  mereka pun menjawab “sudah 
tepat” karena disesuaikan dengan mata pela-
jaran. Ada juga yang berkomentar “Saya me-
ngamati waktu yang digunakan itu sudah cu-
kup, hanya saja anak-anak yang kurang lincah 
membaca dan  itu yang agak mendapat kesu-
litan, tapi itu tidak berarti. Selanjutnya infor-
man juga memberikan pendapat bahwa”120 
menit adalah waktu yang sangat singkat dan 
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kurang efisien untuk menjawab soal-soal 
ujian. Namun itu adalah waktu yang ditentu-
kan oleh pemerintah, sehingga sebagai guru 
mata pelajaran bahasa Indonesia saya menya-
rankan agar pembuatan soal terutama wacana-
wacana dalam soal mata pelajaran bahasa In-
donesia sebaiknya jangan terlalu panjang, 
karena dengan membaca saja dibutuhkan 
waktu yang cukup banyak apalagi  mengana-




Berdasarkan hasil penelitian dan pem-
bahasan maka penulis mengambil suatu ke-
simpulan sebagai berikut : 
1. Bahwa Kebijakan pelaksanaan ujian na-
sional dapat dilaksanakan dalam rangka 
peningkatan mutu pendidikan, sekaligus 
untuk dapat menilai kemampuan siswa 
tanpa melihat status sekolah apakah itu 
swasta atau Negeri, dapat diterima de-
ngan baik. Berkaitan dengan kewenangan 
penentuan kelulusan 60 persen pusat dan 
40 persen Sekolah, sebaiknya dirubah 
dengan penentuan kelulusan siswa dibe-
rikan kewenangan sekolah 60 persen dan 
pusat 40 persen, dengan pertimbangan 
bahwa yang paling banyak mengetahui 
tentang sikap, prilaku, dan moral seorang 
siswa adalah guru siswa yang bersang-
kutan sehingga sangat wajar jika sekolah 
diberikan kewenangan seperti lebih besar 
dibanding pusat. 
2. Bahwa Analisis Hasil Ujian Nasinal pada 
tingkat AMA menunjukkan tidak ada sis-
wa yang mendapatkan nilai sepuluh dari 
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